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a.. bahwa Perusahaan Daerah Air Min Kota Bau-Bau perlu 
penguatan secara kelembagaan agar 1enjadi perusahaan yang 
modern, profesional, dan I produ if sehingga mampu 
melaksanakan penyediaa:h ai I minum secara 
berkesinambungan demi : mewuj dkan kesejahteraan 
masyarakat; 

b. bahwa pennasalahan teknis. manaj 'men, dan sumberdaya 
yang dialami oleh Perusahaan Daer Air Minum Kata Bau­ 
Bau perlu diselesaikan melalui pe I bahan status badan 
hukum dari perusahaan daerah me iadi perusahaan umum 
daerah; 

1 , I 
c. bahwa Peraturan Daerah Kota Bau-B u Nomor 9 Tahun 2003 

tentang Pendirian Perusahaan Dae · Air Minum Kota Bau­ 
Bau sebagaimana telah cliubah d gan Peraturan Daerah 
Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pe bahan Atas Peraturan 
Daerah Kota Bau-Bau Nomor 9 Tahu 2003 tentang Pendirian 
Perusahaan Daerah Air Minum Ko Bau-Bau sudah tidak 

I 
sesuai lagi dengan perkembangan h kum serta kondisi yang 
ada sehingga perlu dilakukan penyes aian: 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan ebagaimana dimaksud 
I dalam huruf a, huruf b, dan hu f c, perlu menetapkan 
I I • Peraturan Daerah tentang Perusah Umum Daerah Air 

Minum Tirta Molagina; I 
I 

1. Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang sar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 1 

' 
I 
I 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20 1 tentang Pembentukan 

Kota Bau-Bau (Lembaran Negara R ublik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 93, Tambahan Lem aran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4120); 

WALI KOTA BAUBAU, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
I 

I 
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBA 

NOMOR 1. TAHUN .lCi'~r.J 
TENT ANG I 

~ I 
PERUSAf!AAN UMUM DAERAH AIR MI UM 

TIRTA SEMERBAK MOLAGINA 
I 

J WALi KOTA BAUBAU 
i PROVINSISULAWESITENGGc.11.&,~~ 

Mengingat 

Menimbang 

I 
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unsur penyelenggara 
. urusan pemerintahan 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Baubau. 
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai 

pemerintahan Daerah yang memimpin pelak 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

3. Wali Kota adalah Wali Kata Baubau. 
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya' disin t DPRD adalah DPRD 

Kota Baubau. 
5. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KP adalah Wall Kota yang 

mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan }1ekayaan Daerah yang 
dipisahkan pada perusahaan umum daerah air minu dan merupakan organ 
perusahaan umum daerah air minum yang -memeg g kekuasaan tertinggi 

' dalam perusahaan umum daerah air minum an memegang segala 
kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi a u dewan pengawas. 

6. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya.disebut Perumda adalah Badan 
Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayana · air minum. 

7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yan , bertugas melakukan 
pengawasan dan memberikan nasihat kepada Dire si dalarn menjalankan 

I 

kegiatan pengurusan Perumda. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG i ERUSAHAAN UMUM 
DAERAH AIR MINUM TIRTA SEME AK MOLAGINA. 

Menetapkan 

WALI KOTA BAUBAl) 

dan 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Ne ara Republik Indonesia 
Nomor 5587} sebagaimana telah diub I beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pe gganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta · erja menjadi Undang­ 
Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Ne a Republik Indonesia 
Nornor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Ncmor.Se Tab n 2017 tentang Badan 
Usaha Milik Daerah (Lembaran Neg ra Republik Indonesia 

I 
Tahun 2017 Nomor 305, Tamb Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6173). 

Dengan Persetujuan Bersama I 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOT BAUBAU 
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I 
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bau-Bau yang dib 
Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pendirian ;Perusa Daerah Air Minum 
Kota Bau-Bau, diubah bentuk badan hukumnya menj di perusahaan umum 
daerah. 

Pasal 2 

BAB II 
PERUBAHAN .BENTUK BADAN HOKUM, NAMA LOGO, DAN 

TEMPAT KEDUDUKAN 

19. 

18. 

17. 

16. 

15. 

14. 

13. 

12. 

11. 

10. 

9. 

Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung j rab atas pengurusan 
Perumda untuk kepentingan clan tujuan Perumda s rta mewakili Perumda 
baik di dalam maupun di luar pengadilan ses~ai deng ketentuan anggaran 
das~. I 

Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan engan Perumda yang 
I 

memuat antara lain janji atau pemyataan anggota Dewan Pengawas dan 
anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapk n oleh KPM. 
Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selaujutnya dising t UKK adalah proses 
untuk menentukan kelayakan dan kepatutan sese 1rang untuk menjabat 
sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi 
Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseor . ng yang dengan sadar 
mendaftar menjadi calon anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses 
penjaringan. 
Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang d ngan sadar mendaftar 
menjadi calon Direksi clan rnengikuti proses penjaring 
Calon Anggota Dewan Pengawas adalah Bakal alon Anggota Dewan 
Pengawas yang telah mengikuti UKK. 
Calon Anggota Direksi adalah Baka! Calon Angg~ a Direksi yang telah 
mengikuti UKK. 
Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk lakukan seleksi Bakal 
Calon Anggota Dewan Pengawas dan Baka! Calon ggota Direksi sampai 
pengangkatan oleh KPM. 
Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingk t BUMD adalah badan 
usaha yang seluruh atau sebagian rnodalnya climiliki leh Daerah. 
Satuan Pengawas Intern adalah unit yang diben k oleh Direksi untuk 
memberikan jaminan (assurance) yang independ ,n dan obyektif atas 
pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan kon I ltasi bagi manajemen 
dengan tujuan untuk meningkatkan nilai ( value) dan emperbaiki operasional 
Perumda Air Minum Tirta Molagina Kota Baubau melalui evaluasi dan 
peningkatan efektivitas manajemen resiko, :pengen alian, dan tata kelola 
perusahaan. 

1 
1 I 

Organ perumda adalah bagian dari struktur perumda ang terdiri atas kepala 
daerah sebagai pemilik modal, dewan pengawas direksi yang memiliki 

I 

tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana iatur dalam peraturan 
daerah; 
Peraturan W ali Kota adalah Peraturan W ali Kata Bau au. 

I 
' 

8. 
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Pasal 9 
I 

Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina'Kota Bauba , didirik:an untukjangka 
waktu tidak terbatas. ' 

BAB IV 
KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU P 

Pasal 8 

Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Semerbak olagina Kota Baubau 
meliputi: 

a. penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat d n dunia usaha; 
b, penyediaan air minum dalam kemasan;dan I 
c. pengembangan usaha lainnya. / 

I 

Pasal 7 

Tujuan pembentukan Perumda Air Minum Tirta sJmer Molagina Kota Baubau 
meliputi: 
a. memberikan pelayanan air minum: , 
b. mendorong pertumbuhan perekonornian Daerah; dan 
c. memperoleh laba sebagai salah satu sumber pendapa asli Daerah. 

Pasal 6 

Maksud pembentukan Perumda Air Minum Tirta Semerb . Molagina Kota Baubau 
sebagai penyesuaian terhadap peraturan perundang-und gan yang lebih tinggi 
untuk meningkatkan kinerja Perumda agar menjadi le ih efektif, efisien, dan 
produktif. 

BAB III 
MAKSUD DAN TUJUAN 

I 

Pasal 5 

(1) Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kata Ba bau berkedudukan di 
Daerah. ! I 

(2) Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) da at membentuk anak 
perusahaan. 

(3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dim sud pada ayat (2} 
I 

clitetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan ari KPM. 

Ketentuan mengenai lambang Perumda Air Minum 
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan W ali Kota. 

Semerbak Molagina 

Pasal 4 

Pasal 3 

Perusahaan umum daerah sebagaimana dimaksud dal Pasal 2diberi nama 
Perusahaan Umum Daerah Air Min um Tirta Semerbak Mola · a Kata Baubau yang 
selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Semerbak M lagina Kota Baubau. 
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Pasal 14 

(1) Organ Perumda sebagaimana dimaksud dalJn Pasal 11 ayat (2) melakukan 
rapat dalam pengembangan usaha Perumd~ Air , inum Tirta Semerbak 
Molagina Kota Baubau. I I 

(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri a 
I a. rapat tahunan; ; 

b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Pe · da Air Minum Tirta 
Semerbak Molagina Kota Baubau; dan 

gsung menggunakan 

apat membuktikan: 
upun tidak Iangsung; 
akukan oleh Perumda; 

Bagian Kedua 
KPM 

Pasal 13 

KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perumda jika 

a tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung 
b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukuni yang 

dan/atau . 
c. tidak terlibat baik secara langsung maupun I tidak 

kekayaan Perumda secara melawan hukum. 

Pasal 12 

Setiap orang dalam pengurusan Perumda sebagaimana · aksud dalam Pasal 11 
ayat (1) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai der dat ketiga berdasarkan 
garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul 
karena perkawinan. 

BAB VI 
ORGAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 11 
( 1} Pengurusan Perumda dilakukan oleh Organ Perumda. 
(2} Organ Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) erdiri atas: 

a. KPM; 
b. Dewan Pengawas;dan 
c. Direksi. 

BABV 
MODAL 

Pasal 10 
(1) Modal Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina K a Baubau merupakan 

kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi. a is saham. 
I 
I 

(2} Modal dasar PerumdaAir Minum Tirta Semerbak Mola · KotaBaubau adalah 
sebesar Rp400.000.000.000,00 (Empat Ratus Milyar R piah). 

(3} Modal disetor pada saat Peraturan Daerah ini dite I pkan adalah sebesar 
kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sampa dengan 31 Desember 
2023 berdasarkan basil audit. 
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Pasal 16 

(1} Seleksi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimak ud dalam Pasal 15 ayat 
(2) dilakukan oleh panitia seleksi. I 

(2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 berjumlah ganjil dan 
paling sedikit beranggotakan: 
a. perangkat daerah;dan 
b. unsur independen dan/ atau perguruan tinggi. 

(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di etapkan oleh Wali Kota. 
(4) Ketentuan lebih Ianjut mengenai panitia seleksi seba a dimaksud pada 

ayat ( 1} diatur dalam Peraturan W ali Kota. 

Pasal 17 

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KP . 
(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dim ud pada ayat (1) 

paling banyak sama dengan jumlah Direksi. 
(3) Dalam hal anggota. Dewan Pengawas terdiri Iebih dari (satu) orang anggota., 1 

(satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan 
Pengawas. 

Bagian Ketiga 
Dewan Pengawas 

Pasal 15 

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM. 
(2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan elalui seleksi. 

I (3) Seleksi sebagairnana dimaksud pada ayat (2) paling se ikit melalui tahapan: 
a. seleksi administrasi; 
b. UKK; dan 
c, wawancara akhir. I 

(4) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur · dependen dan unsur 
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundan . undangan. 

(5) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) terdiri at.as: 
I 

a. anggota Dewan Pengawas BUMD lain atau an ota Dewan Pengawas 
Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina K ta Baubau yang telah 

' I 

menyelesaikan masa jabatannya; I 
b. pensiunan pegawai Perumda Air Minum Tirta S merbak Molagina Kota. 

Baubau; 
c. mantan Direksi Perumda Air Minum Tirta Se erbak Molagina Kota 

Baubau;atau 
d, eksternal Perumda Air Minum Tirta Semerbak olagina Kata Bau bau 

selain tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c. 
(6) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) d I pat terdiri atas pejabat 

Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah I Daer yang tidak bertugas 
melaksanakan pelayanan publik. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pemilihan an ota Dewan Pengawas 
se bagaimana dimaksud pada ayat (2} diatur dalam Per turan Wall Kota. 

c. rapat luar biasa. 
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a. tidak dapat melaksanakan tugas; 
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perund g-undangan dan/atau 

I ketentuan anggaran dasar; 1 

c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang meng batkan kerugian pada 
Perumda, Negara, dan/atau Daerah; 1 

, 

d. dinyatakan bersalah dengan putusan penkadilan ang telah mempunyai 
kekuatan hukurn tetap; I 

paling lama 4 (empat} 
sajabatan. 

{ 1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jaba 
tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu] ka1i 

(2) J abatan Anggota Dewan Pengawas berakhir jika: 
a. meninggal dtmia; I 
b. masajabatannya berakhir; dan/atau I 
c. diberhentikan sewaktu-waktu, 

(3) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakh ·; karena diberhentikan 
sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2} uruf c, pemberhentian 

I 

dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. 

(4) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagairnana dimaksud pada ayat (3} 
dilakukan jika berdasarkan data dan informasi yang apat dibuktikan secara 
sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan: 

Pasal 19 

a. sehat jasmani dan rohani; 
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalam , jujur, perilaku yang 

I 

baik, dan dedikasi yang tinggi untuk mernajukan dan mengembangkan 
perusahaan; 

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah; 
d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan de gan salah satu fungsi 

manajemen; 
e. menyediakan waktu yang culrup untuk melaksanakan igasnya; 
f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu); 
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat . endaftar pertama kali; 
h. tidak pernah dinyatakan pailit; 
i. tidak pemah menjadi anggota Direksi, Dewan Peng :was yang dinyatakan 

bersalah menyebabkan bad.an usaha yang dipimpin din atakan pailit; 
j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;dan 
k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon ke ala daerah atau calon 

wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif. 
I 

ebagaimana dimaksud 
emenuhi persyaratan 

' 

a dimaksud pada ayat 
efektivitas kepu tusan, 

mda Air Minum Tirta 
I 

I 
Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas 
da1am. Pasal 15, calon anggota Dewan Pengawas harus 
sebagai berikut: 

Pasal 18 

( 4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaim 
( 1) clan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi 
pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan P 
Molagina Kota Baubau. 
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engawas sebagairnana 
an Wall Kota dengan 

a. honorarium; 
b. tunjangan; 
c. fasilitas; dan/ atau 
d. tantiem atau insentif kinerja. 

(3) Ketentuan mengenai penghasilan anggota Dewan 
dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dal;8fil Pe 

I 
berpedoman padaketentuan peraturan perundang-un 

I 
I 

Pasal 22 
(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM. 
(2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana imaksud pada ayat ( 1) 

paling banyak terdiri atas: 

Pasal 21 · 
{l) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan ngkap sebagai: 

a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik n gara, dan/atau badan 
usaba milik swasta; 

b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peratur perundang-undangan; 
dan/atau 

c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepen ingan. 

(2) Anggota Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan · ebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenai sanksi administratifberupa dicer ntikan sewaktu-waktu 
dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas. 

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ay (2) tidak dilaksanakan 
oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja se ak yang bersangkutan 
diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota D I an Pengawas, jabatan 
yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas inyatakan berakhir, 

I 

(1) Dewan Pengawas bertugas: 
a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Tirta Semerbak 

Molagina Kota Baubau; dan 
b. mengawasi dan rnemberi nasihat kepada Direk dalam menjalankan 

pengurusan Perumda Air Minum Tirta Semerbak Mo ~gina Kata Baubau. 
(2} Dewan Pengawas wajib: 

a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; clan 
b. membuat dan memelihara risalah rapat. 

(3) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta. Se erbak Molagina Kota 
Baubau dilaksanakan sesuai dengan .ketentuan eraturan perundang- 

1 undangan. 

Pasal 20 

e. mengundurkan diri; 
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota D wan Pengawas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; an/ atau 
I I 

g. tidak terpilih lagi. dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah 
Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, · akuis · i, dan pembu baran 
Perurnda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota. aubau. 
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Pasal 25 

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi sebagaiman climaksud dalam Pasal 
23, calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan: 
a. sehat jasmani dan rohani; , 
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengal an,jujur, perilaku yang 

baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukanl dan mengembangkan 
perusahaan: 

c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan d ngan salah satu fungsi 

manajemen; 1 
I 

e. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha erusahaan; 
f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu): 1 

g. pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dibidan manajerial perusahaan 
berbadan hukum dan pernah memimpin tim; , 

h, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun d paling tinggi 55 (lima 
puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali; 

Pasal 24 
(1) Seleksi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dal , Pasal 23 pada ayat (2) 

dilakukan oleh panitia seleksi. 
(2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 berjumlah ganjil dan 

paling sedikit beranggotakan: 
a perangkat daerah; dan 
b. unsur independen dan/ atau perguruan tinggi. 

(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ay~t (1} di 
I 
tapkan oleh Wali Kota, 

(4) Ketentuan mengenai panitia seleksi sebagaimana d, ud pada ayat (1) 
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota. 

Pasal 23 

(1) Anggota Direksi diangkat oleh KPM. 
(2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui sel ksi. 
(3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling ikit melalui tahapan: 

a. seleksi administrasi; 
b. UKK; dan 
c. wawancara akhir. 

{4) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM. 
(5} Jumlah anggotaDireksi paling sedikit 1 (satu] orang d paling banyak 5 (lima) 

orang. 
(6) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana di.J. aksud pada ayat (5) 

dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas p gurusan Perurnda. 
(7) Direksi diangkat dari salah satu anggota Direksi sebag] · ana dimaksud pada 

ayat (5). 
(8} Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pemilih Direksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali KI ta. 

Bagian Keempat 
Direksi 



Pasal 26 

(1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling 5 (lima) tahun dan 
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu} kali masajaba , kecuali: 
a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan I perundang-undangan: 

dan 
b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus an/ atau prestasi yang 

sangat balk, dapat diangkat untuk rnasa jabatan y s ketiga. 
I 

(2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebag · imana yang dimaksud 
pada ayat (1) hurufb paling sedikit memenuhi kriteriat] 
a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis I erta rencana kerja dan 

anggaran BUMD; 
b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan 'minimal Wajar Tanpa 

Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-t 1rut di akhir periode 
kepemimpinan; I 

c. seluruh basil pengawasan sudah ditindaklanjuti suai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 

d. terpenuhinya target dalarn kontrak kinerja. sebes 100°/o (seratus persen) 
selama 2 (dua} periode kepemimpinan. 

(3) Jabatan anggota Direksi berakhir jika: 
a. meninggal dunia; 
b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau 
c. diberhentikan sewaktu-waktu. 

(3) Dalam hal Jabatan anggota Direksi berakhir karena iberhentikan sewaktu­ 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, 1mberhentian dimaksud 
wajib disertai alasan pemberhentian. 1 

I 
(4) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 

jika berdasarkan data dan informasi yang dapat dibukti · secara sah, anggota 
Direksi yang bersangkutan: 
a. tidak dapat melaksanakan tugas; 
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perunda g-undangan dan/atau 

ketentuan anggaran dasar; 
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang menzaktna 

Perumda, Negara, dan/atau Daerah; 
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan ang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap; 
e. mengundurkan diri; 
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ a u 

-10- I 
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i. tidak pernah rnenjadi anggota Direksi, anggota Dewan engawas, atau anggota 
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan ba usaha yang dipimpin 
dinyatakan pailit; 

J. tidak pernah clihukum karena melalrukan yang merugikan 
keuangan negara atau keuangan daerah; 

k, tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 
1. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kel ala daerah atau calon 

wakil kepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif. 
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Pasal 29 

(1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM. 
{2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksu pada ayat ( 1) paling 

banyak terdiri atas: 
a. gaji; 
b. tunjangan; 

(3) Dalarn hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ay t (2) tidak dilaksanakan 
I ' oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja s ak yang bersangkutan 

diangkat rnemangku jabatan barn sebagai anggota Direksi, jabatan yang 
bersangkutan sebagai anggota. Direksi dinyatakan bera ............... 

I 

(5} Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggo Direksi yang berakhir 
masa jabatannyadilaksanakan setelah hasil audit den tujuan tertentu atau 
audit tahunan dari kantor akuntan publikdan disamp ikan kepada KPM. 

Pasal 28 

( 1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap 
a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha 

usaha milik swasta; 
b.jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peratur perundang-undangan; 

dan/atau 
c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepeo] · gan. 

(2) Anggota Direksi yang melanggar ketentuan sebagaim a dimaksud pada ayat 
(l} dikenai sanksi administratif berupa diberhen · sewaktu-waktu dari 
jabatan sebagai anggota Direksi. 

Pasal 27 

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakbir karena jabatannya berakhir 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf , anggota Direksi wajib 
menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa I batan paling lambat 3 
(tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. 

(2} Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} wajib melaporkan sisa 
pelaksanaan tugaspengurusan yang belum dilapor · paling 1ambat 1 (satu) 
bulan setelah berakhir masa jabatannya. 

(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir ma jabatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2),Dewan Pengawas wajib meny mpaikan penilaian dan 
rekomendasi atas kinerjaDireksi kepada KPM. 

(4) Laporan sebagairnana dimaksud pada ayat (2} serta pe 'ilaian dan rekomendasi 
sebagaimanadimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pe 1 imbangan KPM untuk 
memperpanjang ataum.emberhentikan anggota Direksi 

g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah 
Daerah seperti restrukturisasi, likuidasf akuis ei, dan pembubaran 
Perumda. 

(5) Direksi Perumda diberhentikan oleh KPM. 
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Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setia tahapan seleksi Calon 
anggota Dewan Pengawas dan Calon anggota Direksi melalui media massa 
lokal/nasional dan/atau elektronik, 

Pasal 32 

Pasal 31 

( 1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perurnda Air 
1Minum 

Tirta Semerbak 
Molagina Kota Baubau jika: 

a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air inum Tirta Semerbak 
Molagina Kota Baubau dengan anggota Direk · yang bersangkutan; 
dan/atau 

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunjl ai kepentingan yang 
bertentangan dengan kepentingan Perumda Air inum Tirta Semerbak 
Molagina Kota Baubau. 

(2} Dalarn hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pa a ayat (1), yang berhak 
mewakili Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagin Kota Baubau yaitu: 
a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan 

I 
dengan Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagi a Kota Baubau; 

b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direk i mempunyai benturan 
kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta S 1merbak Molagina Kota 
Baubau; atau 

c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam ha! selu ih anggota Direksi atau 
Dewan Pengawas mempunyai benturan kepenting dengan Perumda Air 
Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau. 

enunjuk pejabat dari 
aKota Baubau untuk ,. 

pengangkatan Direksi 

(1) Dalam bal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggo Direksi, pelaksanaan. 
tugas pengurusan Perumda Air Min um Tirta Semerbak Molagina Kota Bau bau 
dilaksanakan oleh Dewan Pengawas. 

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Ayat (1) 
internal Perumda Air Minum Tirta Semerbak Mola 
membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai deng 
definitif paling lama 6 (enam) bulan. 

(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggo Direksi dan seluruh 
anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air · um Tirta Semerbak 
MolaginaKota Baubau dilaksanakan oleh KPM .. 

(4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Ai Minum Tirta Semerbak 
Molagina Kota Baubau untuk membantu pelaksan an tugas pengurusan 
Perumda Air Minum Tirta Sernerbak Molagina Kota aubau sampai dengan 
pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling 
lama 6 {enam) bulan. 

c. fasilitas; dan/atau 
d. tantiem atau insentif pekerjaan. 

(3) Ketentuan Jebih lanjut mengenai penghasilan anggo Direksi diatur dalam 
Peraturan Wall Kota. 

Pasal 30 
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Pasal 37 

Pelaksanaan pendaftaran, seleksi, dan pengangkatan pega I ai Perumda Air Minum 
Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau diumumkan melalui media massa 
lokal/nasional dan/atau elektronik. ' 

Pasa.136 

( 1) Pengangkatan pegawai Perumda Air Minum Tirta S merbak Molagina Kata 
Baubau berusia paling rendah 18 (delapan belas) tah n dan paling tinggi 35 
{tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar. 

(2) Direksi dapat rnengangkat pegawai baru untuk men uduki jabatan tertentu 
dalam struktur organisasi Perumda Air Minum Tirta S merbak Molagina Kota 

I 

Baubau dengan persyaratan : 
a. warga negara Republik Indonesia; 
b. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang yang ldibu tuhkan minimal 5 

(lima) tahun; 
c. memiliki sertifikasi kompetensi di bidang yang dibu kan; 
d. usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun; 
e. lulus seleksi secara transparan clan terbuka. 

{1) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud dala 
pada alokasi kebutuhan pegawai dengan :i;nemper 
terhadap pelanggan dan persentase alokasi an~aran 

Pasal 34 didasarkan 
atikan rasio pegawai 
Ianja pegawai. 

(2) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pad ayat (1} disesuaikan 
dengan kondisi keuangan Perumda Air Minum Tirta S merbak Molagina Kota 

I 

Baubau dan ketentuan peraturan yang berlaku. 1 

(3) Pengangkatan pegawai sebagaimana climaksud pada a: t ( 1) dilakukan melalui 
proses seleksi. 

(4) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dil ukan oleh tim seleksi. 
I 

(5) 'Nm seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibe tuk oleh Direksi. 

Pasal 34 
Pegawai Perumda Air Minum Tuia Semerbak Molagina K ·ta Baubau merupakan 

I 
pekerja yang pengangkatan, pernberhentian, kedudukan, ak, dan kewajibannya 
ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai den ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagak] rjaan. 

Pasal35 I 

BAB VII 
PEGAWAI 

Pasal 33 

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawa dan anggota Direksi 
Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Ba bau dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bauba I atau pada Anggaran 
Perumda Air Minurn Tirta Molagina Kota Baubau. 1 
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Paragraf l 
Rencana Bisnis 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

BAB VIII 
PERENCANAAN DAN OPERASION 

inum Tirta Semerbak 
asal 34 diatur dalam 
erundang-undangan. 

Pasal 43 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai Perumda Air 
Molagina Kota Bau bau sebagaimana dimaksud 'dalam 
Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan 

I 

Pasal 42 

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina ota Baubau dilarang 
menjadi pengurus partai politik. : 

Pasal 41 

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Peru Air Minum Tirta 
Semerbak Molagina Kota Baubau melaksanakan program peningkatan kapasitas 
surnber daya manusia. 

Pasal 40 

Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina ota Baubau wajib 
mengikutsertakan pegawai sebagaimana dimaksud dalam asal 34 pada program 
jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 38 

Pemberhentian pegawai. sebagaimana dirnaksud dalam Pas 34 dilakukan melalui 
pemutusan hubungan kerja. 

Pasal 39 

(1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 memp leh penghasilan yang 
adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggu 1g jawab, dan kinerja. 

(2} Direksi menetapkan penghasilan pegawai sebagaimana imaksud pada ayat (1) 
sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Min.um Tirta Semerbak 
Molagina Kota Baubau. 

(3) Penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada , at (2) paling banyak 
terdiri atas: 
a. gaji; 
b. tunjangan; 
c. fasilitas; dan/ atau 
d. jasa produksi atau insentif pekerjaan. 



Pasal 46 

(l} Operasional Perumda Air Minum Tirta Semerbak Iolagina Kata Baubau 
dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosed 

(2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi d disetujui oleh Dewan 
Pengawas. 

(3} Standar operasional prosedur harus memenuhi u sur perbaikan secara 
berkesinambungan. 

(4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksu pada ayat (3) paling 
sedikit memuat aspek: , ! 
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Paragraf 1 
Standar Operasional Prosedur 

Bagian Kedua 
Operasional 

yang merupakan 

Paragral2 
Rencana Kerja dan Anggaran 

Pasal 45 

{1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja 
penjabaran tahunan dari rencana bisnis. 

(2} Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksu pada ayat (1) paling 
sedikit memuat rencana rinci program kerja dan angg an tahunan. 

(3) Direksi menyarnpaikan rencana kerja dan anggaran k ada Dewan Pengawas 
paling lam bat pada akhir bulan November untuk ditan .. ' atangani bersama. 

(4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditanda I gani bersama Dewan 
Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapat I n pengesahan. 

(3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis ke 
untuk ditandatangani bersama. 

(4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani hers Dewan Pengawas 
clisampaikan kepada KPM untuk mendapatkan penge ahan paling lambat 3 
{tiga) bulan sejak direksi mulai menjabat. ' 

(5} Rencana bisnis yang sudah mendapatkan pengesahan oleh KPM disampaikan 
ke DPRD. 

(6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar 
perjanjian kontrak kinerja. 

dicapai dala m jangka 
Pasal 44 

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hen 
waktu 5 (lima) tahun. 

(2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) p Ing sedikit memuat: 
a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya; . 
b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagin] Kota Baubau saat ini; 
c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bi nis; dan 
d. penetapan visi, rnisi, sasaran, strategi, kebijakan, d program kerja. 
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erbak Molagina Kota 

ayat (2) bertujuan untuk : 
a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Se erbak Molagina Kota 

Baubau; 
b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta merbak Molagina Kota 

Baubau agar perusahaan memiliki daya saing y I g kuat, baik secara 
I 

nasional maupun secara intemasional; 
c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta S merbak Molagina Kota 

Baubau secara professional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi 
dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air . inum Tirta Semerbak 
Molagina Kata Baubau; 

d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta S merbak Molagina Kota 
Baubau dalam membuat keputusan dan menjalan · an tindakan dilandasi 
nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap 1peraturan perundang­ 
undangan, serta kesadaran tanggungjawab sosial P mda Air Minum Tirta 
Semerbak Molagina Kota Baubau terhadap pemang kepentingan maupun 
kelestarian lingkungan Perumda Air Minum Tirta S merbak Molagina Kota 
Baubau; 

e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta 
Baubau dalam perekonomian Daerah; dan · 

(3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebag lmana dimaksud pada 
I 
I 

Paragraf 2 
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 

Pasal 47 

(l) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Semerbak folagina Kota Baubau 
dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Y g Baik. 

(2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimak · ud pada ayat ( 1) terdiri 
atas prinsip : 
a. transparansi; 
b. akuntabilitas; 
c. pertanggungjawaban; 
d.kemandirian;dan 
e. kewajaran, 

a. organ; 
b. organisasi dan kepegawaian; 
c. keuangan; 
d. pelayanan pelanggan; 
e. resiko bisnis; 
f.. pengadaan barang clan jasa; 
g. pengelolaan barang; 
h. pemasaran; clan 
i. pengawasan. 

(5) Standar operasional prosedur sebagaimana dirnaksu pada ayat (4} harus 
sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak endirian Perumda Air 
Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau. 

(6) Standar operasional prosedur sebagaimana dim ud pada ayat (4} 
disampaikan kepada Sekretaris Daerah. 
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(4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset teta yang dimiliki Perumda 
Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau, ikerja sama dimaksud 
dilakukan melalui kerja sama operasi. 

(5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagu aan ekuitas berlaku 
ketentuan: 
a. disetujui oleh KPM; 
b. laporan keuangan Perumda erbak: Molagina Kota 

Baubau 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan seha 
c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa t ah dari Perumda Air 

Minum Tirta. Semerbak Molagina Kata Baubau yang erasal dari penyertaan 
modal Daerah; dan 

d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisriis u . 

(6) Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina 
I 

Kota B 1ubau memprioritaskan 
kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Dae lain dalam rangka 
mendukung kerja sama daerah. 

(7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kep da Perumda Air Minum 
Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau untuk melak akan kerja sama. 

I 
' 

I 
(3) Pe1aksanaan kerja sarnaPerumda Air Minum Tirta S I erbak Molagina Kota 

I 

Baubau dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan 
mekanisme internal perusahaan. 

(2} Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat {l) harus saling menguntungkan 
dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, mas) arakat luas, dan pihak 
yang bekerja sama. 

Paragraf 4 
Kerjasama 

Pasal 49 

{1) Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Ba bau dapat melakukan 
kerja sama dengan pihak lain. 

(2} Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Pe mda Air Minum Tirta 
Semerbak Molagina Kata Baubau sebagaimana dimak · d pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Wali Kata. 

transparansi. 

(1) Pengadaan barang danjasa Perumda Air Minum Tirta S. merbak Molagina Kota 
Baubau dilaksanakan memperhatikan prinsip 1fisiensi, efektif dan 

I 

Paragraf3 
Pengadaan Barang dan -Jasa 

Pasal48 

f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi p 1rkembangan tnvestasi 
Daerah. 

(4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ditetapkan oleh Dire si, 

(5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik · paling lam.bat 2 (dua) 
tahun setelah Perumda Air Minum Thia Semerbak ~olaginaKota Baubau 
didirikan. 
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BABX 
PENGGUNAAN LABA 

Pasal 52 

(1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Semerbak olagina Kota Baubau 
digunakan untuk: I 
a. pemenuhan dana cadangan; 
b. peningkatan lruantitas, kualitas, dan kontinui s pelayanan umum, 

pelayanan dasar, dan usaha perintisan Pe da Air Minum Tirta 
Semerbak Molagina Kota Baubau; 

c. dividen yang menjadi hak Daerah; 
d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengaw 
e. bonus untuk pegawai; dan/ atau ' 
f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan, 

BAB IX 
TARIF 

Pasal 51 

{1) Wali Kota menetapkan tarif air minum paling lambat iulan November setiap 
tahun. 

(2} Dalam perhitungan dan penetapan tarif, Wall Kota m medomani tarif batas 
atas dan tarif batas bawah yang ditetapkan oleh Gube ur, 

(3} Penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pa ayat (1) disampaikan 
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemeri tahan dalam negeri. 

(4) Wali Kota dapat mendelegasikan penetapan tarif kesep atan kepada Direksi. 

(5) Penetapan. tarifkesepakatan sebagaimana dimaksud pa ayat (4) oleh Direksi 
dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas. 

I, 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif air minum sebag imana dimaksud pada 
ayat (1) clitetapkan dengan Keputusan Wali Kota. ' 

( 1) Perumda Air Min um Tirta Semerbak Molagina Kota Ba bau dapat melakukan 
pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, P merintah Daerah, dan 
sumber dana lainnya dari dalam negeri 'untuk pen , mbangan usaha dan 
investasi. I 

(2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada aya (1) mempersyaratkan 
jaminan, aset Perumda Air Minum Tirta Semerbak Mola ina Kota Baubau yang 
berasal dari basil usaha Perumda Air Minum Tirta Se erbak Molagina Kota 
Baubau dapat dijadikan jarninan untuk mendapatkan injaman. 

(3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Sernerbak lagina Kota Baubau 
melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat :( 1) kepada Pemerintah 
Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan. I 

Paragraf 5 
Pinjaman 

Pasal 50 



-19- 

bonus untuk pegawai 
d dan huruf e paling 

· urangi untuk dana 

I 
(1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) h 
tinggi 5% {lima persen) dari laba bersih setelah 
cadangan. 

(2) Pemberian tantiem dan bonus sebagaimana dimaks · d pada ayat (1) yang 
dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minu~ Tirta S : merbak Molagina Kota 
Baubau, dianggarkan clan diperhitungkan sebagai bia3 a, 

! 

Pasal 55 

Pasal 54 
Dividen yang menjadi hak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1} 
huruf c merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan leh KPM. 

I 

a cadangan tersebut 
perhatikan ketentuan 

(6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar d 
memperoleh laba dengan cara yang baik dengan me 
peraturan perundang-undangan. 

(7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadang n dimasukkan dalam 
perhitungan laba rugi. I 

(2} KPM mernprioritaskan penggunaan laba Perurnda Air 
1· 

inum Tirta Semerbak 
Molagina Kota Baubau untuk peningkatan kuantitas, alitas, dan kontinuitas 
pe1ayanan umurn, pelayanan dasar, dan usaha perintis Perurnda Air Minum 
Tirta Semerbak Molagina Kata Baubau setelah dana ca gan dipenuhi. 

(3) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta S :merbak Molagina Kata 
Baubau ditetapkan setiap tahun oleh KPM. I 

Pasal 53 
( 1) Perumda Air Min um Tirta Semerbak Molagina Kota Bau au wajib menyisihkan 

jumJab tertentu dari laba bersih setiap tahun buku un dana cadangan. 

(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada at { 1) wajib dilakukan 
sampai dengan dana cadangan mencapai paling se ikit 20°/o {dua puluh 
persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Semerbak olagina Kota Baubau. 

' I (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana d ,maksud pada ayat (2} 
berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Sernerbak ' olagina Kota Baubau 
mempunyai saldo laba yang positif. 

(4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20o/o (dua p h persen) dari modal 
Perumda Air Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau hanya dapat 
digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air inurn Tirta Semerbak 
Molagina Kota Baubau. 

1 

I 
{5} Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20o/o (d · a puluh persen), KPM 

dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadang tersebut cligunakan 
untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Semerbak olagina Kota Baubau. 
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I 
{l) Laporan direksi terdiri dari laporan bulanan, lapor ' triwulan dan laporan 

tahunan. 
(2) Laporan bulanan dan Laporan triwu1an: sebag . dimaksud pada ayat 

( 1) I terdiri atas laporan kegiatan operasional' dan 1 oran keuangan yang 
disampaikan kepada Dewan Pengawas. 

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan 
I 

keuangan yang telah diaudit danlaporan manajemen yang ditandatangani 
bersama Direksi dan Dewan Pengawas. 

(4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan seiagaim , a dimaksud pada ayat 
{2) ldan ayat (3) disampaikan kepada KPM. I I 

(5} Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM 
paling 1ambat dalam waktu 30 (tiga puluh] hari kerj setelah diterima. 

I 

BAB XI 
PELAPORAN 

Bagian Kesatu 
Pelaporan Dewan Pengawas 

I Pasal 57 

(1) La.Joran Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan an laporan tahunan. 
(2} LaJoran triwulan dan laporan tahunan sebagaimana 

1 
· aksud pada ayat (1) 

I 
paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada 

I I KPM. 

(3) LaJoran triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat ) disampaikan paling 
Jambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwu an berkenaan. 

(4) Larioran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( } disampaikan paling 
lanibat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tah buku Perumda Air 
Miri.um Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau ditutup. I 

(5} 1...aJoran tahunan sebagaimana dirnaksud pada ayat i! ) disahkan oleh KPM. 
I . 

(6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menanda gani laporan tahunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) harus clisebu alasannya secara 
tertulis. 

I 

(7) Ketentuan lebihlanjut mengenai tata cara penyampaia dan penyebarluasan 
laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Pera uranWali Kota dengan 

I beTedoman pada peraturan perundang-ur:idan1gan. 

Bagian Kedua 
I Pelaporan Direksi 

Pasal 58 

Pasal 56 

Jika perhitungan Iaba rugi pada suatu tahun buku menunj · adanya kerugian 
yang titlak dapat ditutup dengan dana cadangan, keru · tersebut tetap dicatat 
dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Semerbak Mol gi.na Kota Baubau dan 
dianggap tidak rnendapat laba selarna kerugian yang t catat tersebut belum 
seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan p ndang-undangan. 
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I 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaart terhadap p ngurusan Perumda Air 
Minum Tirta Semerbak MolaginaKota Baubau. I 

Pasa.160 

BAB XII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

bagaimana dimaksud 
an berpedoman pada 

Bagian Ketiga 
Laporan Tahunan 

Pasal 59 

(1) Laporan tahunan paling sedikit memuat: 
a. Iaporan keuangan; 
b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Semerbak Molagina 

Kota Baubau; · 
c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lin I gan; 
d. rincian masalah yang timbul selama tahun buk.1 yang mempengaruhi 

I 
kegiatan usaha Perumda Air Min um Tirta Semerbak MolaginaKota Baubau; 

e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dil sanakan oleh Dewan 
Pengawas selama tahun buku yang baru lampau; 

f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengaw ; dan 
g. penghasilan anggota Direksi clan anggota Dewan engawas untuk tahun 

yang baru lampau. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) huruf a paling sedikit 
memuat: 

I I 
a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dal perbandingan dengan 

tahun buku sebelumnya; 
b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangku 
c. laporan arus kas; 
d. laporan perubahan ekuitas; dan 
e. catatan atas laporan keuangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan tahunan 
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota de 
peraturan perundang-undangan. 

{6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada ma 
1yarakat paling lambat 

15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan bagaimana dimaksud 
pada ayat (5) disahkan oleh KPM. 

(7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatan ani laporan tahunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebu · alasannya secara 
tertulis. 

{8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3 
1 
disampaikan kepada 

Wali Kota. I 
(9} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata eara penyampai 1 dan publikasi Iaporan 

tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Wali Kota d gan berpedoman pada 
Peraturan Perundang-undangan. 
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operasional dan 
Kota Baubau, menilai 
Perurnda Air Minum 
saran perbaikan; 

Satuan pengawas intern bertugas: 

a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemerik] 
keuangan Perumda Air Minum Tirta Semerbak Mola · 
pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pad 
Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau, dan membe · 

Pasal 64 

BAB XIII 
SATUAN PENGAWAS INTERN 

Pasal 63 
( 1) Perumda Air Min um Tirta Semerbak Molagina Kota Bau au membentuk satuan 

pengawas intern. 

(2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pad ayat (l} dipimpin oleh 
seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direks ·. 

(3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebag .· a dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas. 

Pasal 62 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pen awasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 diatur dalam Pera ran Wall Kota dengan 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

(1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Se erbak Molagina Kota 
Baubau dilakukan untuk menegakkan tata kelola peru I ahaan yang baik. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan 
internal dan pengawasan ekstemal. 

(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada a at (2) dilakukan oleh 
satuan pengawas intern, komite audit, dan/ atau komit lainnya. 

(4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada I at (2) dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah. 

(5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana d maksud pada ayat (4) 
dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah y g melaksanakan fungsi 
-pengawasan. 

Pasal61 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilak akan oleh: 
a. Sekretaris Daerah; 
b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan 

BUMD; dan 
c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang: melaksan fungsi pengawasan 

atas permintaan Sekretaris Daerah. 



Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 
a. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 9 Tahun 2 03 tentang Pendirian 

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bau-Bau (Lemb Daerah Kota Baubau 
Tahun 2003 Nomor 12);dan 

b. Peraturan Daerah Kata Baubau Nomor 9 Tahun 2012 t ntang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kata Baubau Nomor .9 Thllun 2 I 03 tentang Pendirian 
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bau-Bau, 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, 
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BAB XV 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 69 

rmodalan Perusahaan 
I 

kepada Perumda Air 

BAB XIV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 68 

( 1) Semua hak, kewajiban, aset, organ dan pegawai, serta 
Daerah Air Minum Tirta Semerbak Kota Bau-Bau ber 
Minum Tirta Semerbak Molagina Kota Baubau. 

(2) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi ang telah ditetapkan 
sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap b laku sampai dengan 
berakhimya periodesasi masa jabatan dimaksud. 

Pasal 67 

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas ·· tern wajib menjaga 
kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam P da Air Minum Tirta 
Sernerbak Molagina Kota Baubau sesuai dengan tugas d tanggung jawabnya 
masing-masing, 

(1) Direksi menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pe gawas intern kepada 
seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanj ti dalam rapat direksi. 

(2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil , gkah yang cliperlukan 
atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap lap I ran hasil pemeriksaan 
yang dibuat oleh satuan pengawas intern. 

Pasa.166 

Pasal 65 
(1) Satuan pengawas intern memberikan laporan at.as 'sil pelaksanaan tugas 

kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Penga 1vas. 
I 

(2) Satuan pengawas intern dapat memberikan kete gan secara langsung 
kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana di aksud pada ayat (1). 

b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan a au hasil pelaksanaan 
tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud1 pada huruf a kepada 
Direksi; dan 

c. mernonitor tindak lanjut atas basil pemeriksaan yang t Iah dilaporkan. 
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NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU, PROVINSI ULAWESI TENGGARA 
{ 1 I l\ /2025) 

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN ~NOMOR ~ 

LA ODE FASIKIN 

Diundangkan di Baubau 
pada tanggal . ~ MAP.er ~~ 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU, 

Ditetapkan di B ubau 
pada tanggal .. t>'lAl2&'t J-0?5 

lKOTA BA: AU, 

Pasal 70 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pen ndangan peraturan 
daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daer , Kota Baubau. 
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IL PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas, 

Pasal 2 r 

I 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, guna tercip ' ya kepastian hukum 

dan tertib dasar peraturan perundang-undangan aka dipandang perlu 
menetapkan Peraturan Daerah Kata Baubau ten g Perusahaan Umum 
Daerah Air Minum Tirta Molagina Kota Baubau. ' 

Dalam rangka pemenuhan hak dasar masyaraka , akan air minum dan 
mengurangi laju pengambilan air ta.nab. oleh masyarak] t, Pemerintah Daerah 
memberikan pelayanan air minum kepada ma I t demi mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah 
Daerah Kota Baubau kemudian menetapkan Peraturan . aerah Nomor 9 Tahun 

I 
2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air · um Kota Bau-Bau. 
Keberadaan peraturan daerah ini memberikan kep 
Pemerintah Daerah Kota Baubau dalam melakukan elayanan air minum 
kepada masyarakat. Disamping itu, peraturan daerah ni juga menjadi dasar 

I 

bagi pemerintah daerah untuk menambah sumber p 'ndapatan asli daerah 
melalui tarif yang ditetapkan sebagai biaya penggunaan air. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t ntang Pemerintahan 
Daerahmenyatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah 

1ang telah ada sebelum 
undang-undang ini berlaku, wajib menyesuaikan d ketentuan dalam 
Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama (tiga} tahun terhitung 
sejak Undang-Undang ini diundangkan. I 

Lebih lanjut, Peraturan Pernerintah Nomor 54 Tab n 2017 ten tang Badan 
Usaha Milik Daerah mengamanatkan bahwa semua p usahaan daerah yang 
modal kepemilikannya dikuasai oleh satu daerah di ah status hukumnya 
menjadi perusahaan um.um daerah sehingga halter but turut berdampak 
pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bau-Bau, 
perusahaan daerah kemudian akan diubah menjadi pe 
Banyak permasalahan yang dialami oleh Perusahaan . aerah Air Min um Kota 
Bau-Bau yang hingga saat ini belum dapat diseles ·; karena terkendala 
dengan perubahan status badan hukum sehingga perl dilakukan perubahan 
status badan hukum dari perusahaan daerah menj di perusahaan umum 
daerah. 

I. UMUM 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA BAUBA 

NOMOR i. TAHUN .~e; 
TENTANG 

KOTABAUBAU 
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MI µM 

I 
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Penentuan kegiatan usaha penyecliaan air · um dalam kemasan 
I 

tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan persaingan usaha 
yang sehatdengan terlebih dahulu rnelaku an analisa kelayakan 
usaha yang tepat dan menjadi bagian dari rencana bisnis 
perusahaan. Bahwa pemilihan kegiatan saha "penyediaan air 
minum" dalam kemasan mengedepankan ke iasama penyediaan air 
baku dengan penyedia air minum kemasan yang disediakan pihak 
swasta atau melakukan kerjasama co-b ing untuk produk 
penyediaan air minum dalam kemasan. 

hurufa 

Cukup jelas. 

hurufb 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cuk:up jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal.8 

• Semerbak berarti harum mewangi dan merata 

• Molagina berasal bahasa Wolio/Buton yang be akna dari kata "lagi" 
yang berarti lestari/tetap ada/tak berkesud an dari dulu hingga 
sekarang atau dari sekarang hingga yang dima] a yang akan datang. 

• Molagina secara harfiah yang akan selalu les i, yang akan selalu ada 
dari dulu sampai saat ini dan sampai masa y g akan datang. 

I 
• Perumda Air Minum TIRTA SEMERBAK MO :AGINA Kota Baubau, 

berarti Perumda Air Minum Kota Baubau yang I selalu harum dan 
lestari namanya, dan akan selalu hadir m layani kebutuhan air 
masyarakat Kota Baubau. Bahwa pelayanan · : min um Perumda akan 
selalu harum mewangi dan lestari dimata elanggan masyarakat 
Kota Baubau. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal3 

Perumda Air Min um Tirta Semerbak Molagina K ta Baubau merupakan 
I 

Badan U saha Milik Daerah yang bergerak di idang pelayanan air 
minum dengan tambahan penekanan nama akni Tirta Semerbak 
Molagina yang bermakna sebagai berikut: 

• Tirta adalah Air 
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Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan 
Pengawas yang tidak ada hubungan keluarg atau hubungan bisnis 
dengan Direksi, I 

Ayat (5) 

hurufa 

huruf c 

Yang dimaksud dengan pengembangan usaha lainnya adalah bidang 
usaha lain yang berhubungan core bisni perusahaan, seperti 
pengelolaan sistem air limbah, pengelolaan s · ber air, pengelolaan 
laboratorium pengujuan air, jasa konsul 1si, jasa pengawasan 
kualitas air, dll 

Pasal 9 
Cukup jelas. 

Pasal 10 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3} 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 
Pasal 13 

Cukup jelas. 
Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4} 
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konflik 
ewan Pengawas yang 

tungkan cliri sendiri 
wewenang sehingga 

s keputusan dan/atau 

Yang dimaksud dengan "dapat 
kepentingan" adalah konclisi anggota 
memiliki kepentingan pribadi untuk men 
dan/atau orang lain dalam penggun 
dapat mempengaruhi netralitas dan kuali 
tindakan yang dibuat dan/ a tau dilakuka 

I 
I 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 
Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Ayat (1) 

Hurufa 

Cukup jelas. 

Hurufb 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Ayat (6) 

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah 
diprioritaskan dalarn rangka evaluasi, pemb aan clan pengawasan 
BUMD. 

Ayat (7} 

Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengan "anggota'Dewan engawas BUMD lain" 
adalah anggota Dewan Pengawas pada UMD selain Perumda 
Air Minum Tirta Molagina Kota Baubau. 

hurufb 

Cukup jelas. 

hurufc 
Cukup jelas. 

huruf d 

Cukupjelas. 



asas efisiensi clan 
sesuai dengan 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukupjelas. 

Aya.t (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas, 

Ayat (6) 

Penentuan jumlah anggota Direksi be ... .......,Lo.X4& 

efektivitas pengurusan Perumda d ..... · ~~·--~~ 
kemampuan keuangan Perumda. 

Ayat {7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 
Pasal26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas, 

Pasal 28 

Cukup jelas. 
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Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Cukup jelas. 
Pasal 32 

Media elektronik berupa laman Pemerintah D erah dan/atau laman 
Perumda Air Minum Tirta Molagina Kota Bauba . 

I 

Pasal 33 

Cukupjelas 

Pasa.134 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Media elektronik berupa laman Pemerintah D erah dan/ atau laman 
Perumda Air Minum Tirta Molagina Kota Baub 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

Pasal.39 

Cukup jelas, 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal44 

Cukup jelas. 

Pasal 45 

Cukup jelas. 
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' 
Yang dimaksud dengan "dividen yang me · adi hak daerah" adalah 
laba bersih Perumda Air Minum1 Tirta olagina Kota Baubau 
setelah dikurangi pajak yang telah dis oleh KPM disetor 
sebagai dividen. 

Pasal 46 

Cukup jelas, 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

Pasal SO 

Cukup jelas. 

Pasal 51 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan "tarif kesepaka 'n" adalah tarif yang 
nilainya dihitung berdasarkan kesepaka antara Perumda Air 
Minum Tirta Molagina Kota Baubau dan pel nggan. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Ayat (1) 

Hurufa 

Cukup jelas. 

Hurufb 

Culrup jelas. 

Hurufc 
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Cukup jelas. 

Pasal 56 

Cukup jelas. 
Pasal 57 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Cukup jelas. 
Pasal 59 

Cukup jelas. 

Pasal60 

Cukup jelas. 

Pasal 61 

Cukup jelas, 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

Pasal65 

Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengan ''tantiem" adalab 
Air Minum Tirta Molagina Kota Baubau y 
direksi dan dewan pengawas berdasarkan 
tertentu dari laba bersih yang ditentukan. 

Hurufe 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Pasal 53 

Cukup jelas. 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

Pasal 55 

untungan Perumda 
dihacliahkan kepada 

I rsentase ataujumlah 

Hurufd 
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Pasal 70 

Cukup jelas. 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

Pasal 67 
Cukup jelas. 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

Pasal 69 
Cukup jelas. 


